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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Tinjavan Figh
Siyasah Dusturiyah Tentang Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor
11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Pembentukan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undag Nomor 15 Tahun 2019.”
Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua
rumusan masalah yaitu: Bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur
Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Dalam Sistem Pembentukan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019? Dan
Bagaimana Tinjauvan Figh Siyasah Dusturiyah Tentang Prosedur Pembentukan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam Sistem
Pembentukan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019?

Berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji dan menganalisisnya dengan
menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang mengkaji dan
menganalisa peraturan perUndang-Undangan, teori hukum serta yurisprudensi
yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sedangkan
spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat banyak permasalahan.
Mulai dari sistem pembentukan peraturan perUndang-Undangannya dan juga
pasal pasal yang telah disahkan terdapat beberapa yang rancu atau kurang
jelas dalam penjelasannya. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja
ini haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan prosedur secara
rinci, mulai dari pembentukan hingga pengundangannya dan juga isi dari
Undang-Undang tersebut haruslah sesuai dan tidak ada kesalahan sedikitpun.
Dalam Figh Siyasah ini masuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah kekuasaan
Tasri’iyah. Yang mana dalam pembentukan sebuah Qonun atau Hukum
Undang-Undang harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen
masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar sebuah Qonun tersebut dihasilkan
dengan baik dan juga sesuai dengan Al-Qur’an dan hadith. Manfaat
melibatkan elemen masyarakat tersebut ialah agar sebuah Qonun dapat
diterima oleh seluruh masyarakat dengan baik dan juga dapat dilaksanakan di
negara tersebut

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasannya dibutuhkan pengujian
secara formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi. Yang mana apabila
terbukti maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan Undang-Undang
Cipta Kerja secara utuh dikarenakan prosedur pembentukannya yang
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut
sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa negara Indonesia bukan
negara yang berdasar atas kekuasaan (machtstaat). Sebagai negara hukum
bahwa seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan
ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di Indonesia adalah Undang-
Undang. Undang-Undang adalah dasar legislasi bagi seluruh elemen negara,
khususnya bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan dan mengelola
negara.!

Sebagai produk hukum, perUndang-Undangan dianggap sebagai hal
yang obyektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat asas
hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. PerUndang-Undangan didefinisikan
sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara

umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan.?

! Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan Di Indonesia” (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 1.

2 Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus
Law”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Edisi III (Oktober—November 2019), 301.

1



Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia harus berdasarkan
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 yang menjelaskan tentang Proses Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan. Undang-Undang tersebut dibuat agar lembaga legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat tidak semena mena dalam membuat Rancangan
Undang-Undang yang harus taat dan sesuai dengan Undang-Undang diatas.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam membuat sebuah
konstitusi yang demokratis, karena mampu memperkuat rasa memiliki di pihak
rakyat terhadap konstitusi yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat yang luas
adalah suatu faktor yang mengurangi kemungkinan adanya kepentingan-
kepentingan Lembaga dan kelompok yang mencemari konstitusi final.
Partisipasi masyarakat memastikan bahwa konstitusi yang dihasilkan tidak
disusun hanya oleh sebuah ‘elite politik’.!

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi baru saja mengesahkan
Undang-Undang Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober 2020, yaitu Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Definisi daripada
Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus. Kata Omnibus berasal dari bahasa
latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam Black Law Dictionary Ninth
Edition Bryan A.Garner disebutkan Omnibus : relating to or dealing with
numerous object or item at once ; including many thing or having various
purposes, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai

objek atau item sekaligus ; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.

!Ibid., 1125



Bila digandeng dengan kata Law yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum
untuk semua. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Savitri, Omnibus Law
diartikan sebagai sebuah Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar isu besar
yang ada disuatu negara. Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk
mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang.?

Undang-Undang Cipta Kerja sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam Negeri dengan
mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah,
Undang-Undang ini memiliki 1.187 halaman dan mencakup banyak sector,
antara lain ialah ketenagakerjaan, perpajakan, lingkungan, investasi dan
lainnya.3

Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan
pembentukan legislasi terburuk. Pakar Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan
bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan
Prosedur Pembentukan Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan tidak
sesuai dengan prinsip ketatanegaraan. Beberapa indikasinya yaitu pengesahan
yang di percepat, dan adanya perubahan draf final Undang-Undang Cipta Kerja
setelah pengesahan di rapat paripurna. Bivatri menilai proses pembahasan
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menabrak Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 salah satunya ialah soal

asas keterbukaan. Ia mencontohkan saat Dewan Perwakilan Rakyat dan

2 Agnes fitrya, Harmonisasi Peraturan. .., 303.
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta Kerja



Pemerintah melakukan rapat pengambilan keputusan tingkat I pada tanggal 3
Oktober 2020, yang mana rapat tersebut dilakukan jelang tengah malam.*

Selain itu juga terdapat problem saat Pembentukan Undang-Undang
Cipta Kerja yang mana naskah Rancangan Undang-Undang sudah siap saat
rapat pengambilan keputusan tingkat I. Problem tersebut masih tidak sesuai
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor I
Tahun 2020 Tentang Tata Tertib. Bivitri menilai pembentukan Undang-
Undang Cipta Kerja merupakan contoh buruk proses legislasi. Tidak hanya
melanggar Prosedur Pembentukan PerUndang-Undangan, tapi juga melanggar
moralitas demokrasi.’

Pakar hukum tata negara juga ikut berargumen dengan proses
pembentukan  Undang-Undang ini  dikarenakan dengan  banyaknya
permasalahan. Menurut Bivitri Susanti proses pembentukan Undang-Undang
ini merupakan pembentukan legislasi terburuk, dikarenakan tidak sesuai dengan
Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan dan juga tidak sesuai dengan prinsip ketatanegaraan.
Beberapa permasalahannya ialah adanya indikasi mempercepat pengesahan

Undang-Undang tersebut, banyak sekali perubahan draf lebih fatal lagi adalah

“Tsarina Maharani, “Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi
Terburuk”, dalam https://nasional. kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-
uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk, diakses pada tanggal 28 november 2020 pukul 17:39
wib.

5 Sania Mashabi, “Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur Karena Tertutup dari Publik”,
dalam https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-
cacat-prosedur-karena-tertutup-dari, diakses pada tanggal 28 november 2020 pukul 17:50 wib.


https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur-karena-tertutup-dari
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur-karena-tertutup-dari

berubahnya draf final yang disahkan di rapat paripurna, dan tidak menggunakan
asas yang telah diatur yaitu asas keterbukaan.®

Pembahasan Undang-Undang ini juga dianggap tergesa-gesa apalagi
disituasi pandemic covid-19, dan juga pembahasan yang tertutup dan tidak
melibatkan masyarakat yang berarti tidak menggunakan asas keterbukaan yang
mana di setiap tahapan pembentukan Undang-Undang harus adanya melibatkan
masyarakat yang bersifat transparan dan terbuka.

Asfinawati Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia juga menilai
bahwa pembentukan Undang-Undang ini cacat, itu dikarenakan beberapa
permasalahan yaitu Ketika pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang
mana Undang-Undang ini dibuat terlebih dahulu sebelum adanya naskah
akademik. Dan adanya panitia kerja yang dibuat sebelum menuntaskan daftar
isi masalah.”

Drajad H. Wibowo seorang Ekonom INDEF menyebutkan bahwa rapat
paripurna hanyalah mengesahkan kertas kosong. Beliau berargumen
dikarenakan adanya proses pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020

ini yang banyak tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

® Tsarina Maharani, “Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi
Terburuk”, dalam https://nasional. kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-
uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk, diakses pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 16:18
wib.

7 Sania  Mashabi, “YLBHI Nilai UU Cipta Kerja Cacat Formil”, dalam
https://nasional. kompas.com/read/2020/10/10/12443881/ylbhi-nilai-uu-cipta-kerja-cacat-formil ?page=1,
diakses pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 16:17 WIB.


https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/12443881/ylbhi-nilai-uu-cipta-kerja-cacat-formil?page=1

Nomor 1 Tahun 2020. Adanya kecerobohan dari badan legislatif yang
mengakibatkan pelanggaran yang sangat fatal.®

Fakta dilapangan menimbulkan banyaknya kontroversi saat
pembentukan Undang-Undang Ommnibus Law Cipta Kerja ini, mulai dari
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan,
pengundangan, asas keterbukaan dan asas kejelasan rumusan yang belum sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan yang kemudian diperbarui dengan Undang-
Undng Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
Beberapa kasus dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja juga
melanggar Tata Tertib DPR yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib. Adapun terdapat beberapa
kali perubahan terhadap halaman RUU Cipta Kerja yang membuat tidak
konsisten. Dan setelah disahkan oleh presiden pun masyarakat masih menemui
beberapa pasal typo dan hilang yang mengakibatkan cacat formil.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan yang kemudian di perbarui menjadi Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PerUndang-Undangan telah

menjelaskan pada Pasal 1 (a) yang kemudian di perjelas pada Pasal 1 (b) di

8 Joko Sadewo, “Drajad: DPR Sahkan Kertas Kosong di Paripurna RUU Ciptaker”, dalam
https://today.line.me/id/v2/article/07yPrD?utm_source=keepshare, diakses pada tanggal 9 Januari 2021
pukul 16:22 WIB.


https://today.line.me/id/v2/article/07yPrD?utm_source=keepshare

pasal tersebut sudah jelas bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang
harus sesuai dengan prosedur yang telaah di tetapkan.

Prosedur pertama ialah Perencanaan yang diatur dalam Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Pasal 10 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15
Ayat (1) dan (2). Prosedur kedua yaitu penyusunan yang diatur dalam Pasal 45
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. Prosedur Ketiga ialah
pembahasan, dalam pembahasan ini seharusnya masyarakat juga dapat ikut
berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang mana
sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 96 ayat (1)
dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Bagian Kedua
tentang partisipasi Masyarakat Pasal 243, Pasal 244 ayat (1) dan Pasal 246.
Prosedur yang keempat yaitu Pengesahan atau Penetapan yang telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 72 dan Pasal 73.

Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  harus
melaksanakan sesuai asas-asas yang sudah di atur didalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 5 yang berbunyi:

“Dalam membentuk peraturan perUndang-Undangan harus dilakukan
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang
baik, yang meliputi: a. Kejelasan Tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan
rumusan; g, Keterbukaan.”

% Ibid.,



Dari beberapa kejadian dilapangan yang sudah dijelaskan sebelumnya
bahwasannya saat pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
masih belum sesuai dengan Pasal 5 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, yang mana seharusnya setiap tahapan harus dilandasi asas keterbukaan
yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan
masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.'?

Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh
Presiden, dan saat Undang-Undang tersebut sudah tersebar ke masyarakat.
Masyarakat banyak menemui kesalahan penulisan atau redaksi yang kurang
cocok didalam undang undang Cipta Kerja tersebut. Hal ini juga tidak sesuai
dengan Pasal 5 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu tentang
asas kejelasan rumusan. Telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf (f)
yang berbunyi: “yang dimaksud dengan “Asas Kejelasan Rumusan” adalah
bahwa setiap peraturan perUndang-Undangan harus memenuhi persyaratan
teknis penyusunan peraturan perUndang-Undangan, sistematika, pilihan kata
atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga
tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”!! dari
beberapa kesalahan yang ditemukan oleh masyarakat yang mana tidak sesuai
dengan asas kejelasan rumusan bisa dibilang bahwa Undang-Undang Cipta
Kerja ini cacat formil.

Pada saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atas Undang-

Undang Cipta Kerja menabrak Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang

10 Tbid.,
1 Ibid.,



diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020.
Sebagaimana dengan fakta dilapangan yang sudah dijelaskan sebelumnya
bahwasannya ada ketidak sesuaian dengan beberapa pasal yang ada di Tata
Tertib. Didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2020
telah diatur dalam Pasal 159 Ayat (3) yang berbunyi “Tim perumus
bertanggung jawab dan melaporkan kerjanya pada rapat panitia kerja.”'?> dan
juga Pasal 161 Ayat (2) yang berbunyi “Tim sinkronisasi bertugas
menyelaraskan rumusan rancangan Undang-Undang dengan memperhatikan
keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus
dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi
rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika
rancangan Undang-Undang berkaitan dengan DPD.”!? Dari masalah yang sudah
dijelaskan sebelumnya dan dibenturkan dengan dua pasal ini sudah jelas bahwa
pembentukan Undang-Undang omnibus law cipta keja ini telah melanggar tata
tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa diambil kesimpulan bahwa tidak adanya
draf hasil kerja tim perumus yang dilaporkan kepada rapat panja dikarenakan
berubah-ubahnya Draf Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lalu Tim Sinkronisasi
juga belum bekerja dikarenakan belum adanya draf hasil kerja timmus yang
dilaporkan kerapat Panitia Kerja. Karena berdasarkan Pasal 163 Huruf (c) yang
berbunyi “Pembacaan naskah rancangan Undang-Undang.”'* Jadi wajib

hukumnya ada naskah Rancangan Undang-Undang yang harus dibacakan dan

12 Peratuan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020.

13 Tbid.,
14 Ibid.,
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itu adalah hasil dari kerjanya tim perumus dan tim sinkronisasi. Pembicaraan
tingkat I belumlah selesai dikerjakan sesuai tata tertib lalu pembicaraan tingkat
Il atau Rapat paripurna dipaksakan dilaksanakan yang mana Dokumen
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum ada yang final. Maka, Rapat
Paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dilaksanakan
hingga menjelang tengah malam tersebut hanyalah mengesahkan Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi kertas kosong dan melanggar Tata
Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam Figh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga
dengan al-sultah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam
membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana Figh Siyasah, istilah al-
sulthah al-tasyri’iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan
atas kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.
Kekuasaan legislatif —al-sulthah al-tasyri’iyah berarti kekuasaan atau
kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan
diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang
telah diturunkan Allah SWT dalam syari’at Islam.!>

Jadi kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri’iyah menjalankan tugas
siyasah syar’iyahnya yang dilaksanakan oleh ahlu ahalliwal aqdi untuk
membuat suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat islam demi
kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam. Dengan demikian unsur-

unsur legislasi dalam islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan

15 Muhammad Iqbal, Figih Sivasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta, Gaya Media
Pratama,2001), 62.
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untuk menerapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam,
masyarakat islam yang melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus

sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.!®

\}zs;w\ u&u\;):sez;s;m)@\ A u.m‘)[\ \jq)au\esfu‘m Klo;
3l u.ul\l.@gl_q\ )MMUIS&\U\%(,SLMM&\U\ dJaJLa
0‘93‘)5 ‘G‘“@("‘:’)‘" (aSM‘)AY\‘_;JUd 33\\5,_\}::\ A,U\\}su.b\
Ajuum\j )Aqh)sy\ a3l s A & sha3 2K o) JslilTs Af )
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.

@]PUA\_};A&?&_\M\LJLLEA@S;’}QJ&_\J&J\UA 2453 Lag

alc ;/\L;cds uAJQ\JUJAY\‘;?AJJLJ "a%4 ’(;é_u:us:\a
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.

Dari beberapa uraian dan permasalahan yang belum sesuai dengan
hukum positif dan hukum islamnya inilah yang menjadi alasan penulisan skripsi
ini dengan mengambil judul “Analisis Figh Siyvasah Terhadap Prosedur

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

16 Nur Kholbi, Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan..., 4
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat

diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

l.

Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan dan Pengesahan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 penuh dengan kontroversi.

. Pada saat penyusunan dan pembahasan bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Banyaknya penolakan dari kaum Mahasiswa dan Buruh melalui
demonstrasi.

Sering berubah halaman draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law
Cipta Kerja mulai dari 800 halaman yang berubah-ubah sampai menjadi
1000-an halaman.

Adanya pasal Typo di Undang-Undang Cipta Kerja yang terdapat pada
Pasal 5.

Ketidak sesuaian terhadap Asas Kejelasan Rumusan dan Asas
Keterbukaan.

Adanya proses yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Peraturan DPR

Nomor 1 Tahun 2020.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah

sebagai berikut:
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1. Deskripsi Yuridis Terhadap Prosedur Pembentukan Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Tinjavan Figh Siyasah Dusturiyah Terhadap Prosedur Pembentukan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah,

maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana Deskripsi Yuridis Terhadap Prosedur Pembentukan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

2. Bagaimana Tinjauan Figh Siyvasah Dusturivah Terhadap Prosedur

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah
pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas
bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari
kajian atau penelitian tersebut.!”

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki objek kalian yang sama yakni membahas perihal
permasalahan mengenai Prosedur Pembentukan Undang-Undang. Hal ini

dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

17 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya:
UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.
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1. “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam
Proses Pembentukan Undang-Undang” jurnal ini ditulis oleh Fahmi
Ramadhan Firdaus Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Didalam jurnal
ini menjelaskan tentang Korupsi legislasi dimana proses pembentukan
Undang-Undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang dibuat untuk
kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk Undang-Undang yang
buruk dan melanggar hak masyarakat.!® Sedangkan skripsi yang saya tulis
ini membahas tentang Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. “Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di
Indonesia” Jurnal ini ditulis oleh Risdiana Izzaty Alumni Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya. Didalam jurnal ini menjelaskan tentang
Carry-Over sebagai bentuk efektifitas dalam good governance, efisiensi
APBN, dan perlindungan hak asasi manusia dalam Pembentukan Undang-
Undang di Indonesia.!® Sedangkan skripsi yang saya tulis ini membahas
tentang Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

3. “Pembentukan  Undang-Undang Yang Mengikuti  Perkembangan

Masyarakat” Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Fadli Kantor Wilayah

8 Fahmi Ramadhan Firdaus, “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik
Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17. No. 3 (September,
2020), 282.

19 Risdiana Izzaty, “Urgensi ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”,
Jurnal Ham, Vol. 11. No 1 (April, 2020), 84.
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Kementrian Hukum dan ham Sukawesi Selatan. Didalam jurnal ini
menjelaskan tentang pembentukan undang undang yang mengikuti
perkembangan masyarakat untuk menciptakan sebuah kepastian hukum.?°
Sedangkan skripsi yang saya tulis ini membahas tentang Prosedur
Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. “Harmonisasi Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia Melalui Konsep
Omnibus Law’ jurnal ini ditulis oleh Agnes Fitryantica Fakultas Hukum
Pascasarjana Universitas Indonesia. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang
banyaknya tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau
dengan peraturan dibawahnya, yang mana membutuhkan harmonisasi
hukum untuk perkembangan hukum di Indonesia.?! Sedangkan skripsi yang
saya tulis ini membahas tentang Prosedur Pembentukan Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk Mengetahui Deskripsi Yuridis Tentang Prosedur Pembentukan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk Mengetahui Analisis Figh Siyvasah Dusturiyah Tentang Prosedur

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

20 Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15. No. 01 (Maret, 2018), 49.

21 Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus
Law”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Edisi III (Oktober—November 2019), 300.
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G. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum
Tata Negara khususnya tentang:

a. Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Pembentukan Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Tinjavan Figh Siyasah Dusturiyah Tentang Prosedur Pembentukan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Kegunaan praktis, secara prakis penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait Prosedur Pembentukan
Undang-Undang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

H. Definisi Operasional
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi
kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis
memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini

bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas.
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Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata

kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:?>

1. Figh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk
pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan
dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan
dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan
umat.??

2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan
Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

3. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan,
perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan

investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

I. Metode Penelitian
Penelitian tentang, tinjauan Figh Siyasah Terhadap Prosedur
Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatit (Normative

law research) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas

22 Dimas Imam Wahyu Sejati, “Tinjauan F igh Siyasah Dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah
Agung No.74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 16.

23 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2001), 4.
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dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan
perUndang-Undangan dan putusan pengadilan.?* Tahap-tahapan seperti berikut:
1. Data yang dikumpulkan

a. Data mengenai Peraturan PerUndang-Undangan yang membahas
Prosedur Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

b. Figh Siyasahyang mencakup siyasah Dusturiyah dan teori tasyri’iyyah.

¢. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan

atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan

dengan masalah atau materi penelitian.> Sebagai Berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari
ketentuan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan
yang meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Jo Undang Nomor 15 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

24 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
101.

25 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015), 34.
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4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Tata Tertib.

6) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-
buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Koran, Jurnal, Majalah, Artikel, Internet, dlI.

3. Teknis Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
diambil dari sumbernya (buku, Undang-Undang, artikel, jurnal, koran,
internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan
dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-
hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknis Penyajian Data
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Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik dekskriptif. Teknik
penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprtasi yang
tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan
secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan fenomena yang diselidiki.?¢

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan
dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu,
kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang

dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

J. Sistematika Pembahasan
Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah
dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi:
latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan
sistematika pembahasan.
Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori figh siyasah yang meliputi
definisi, ruang lingkup, Siyasah Dusturiyah, dan Teori Tasyri’iyyah.
Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian tentang

Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta

26 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 14
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Kerja menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundng-Undangan.

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Prosedur
Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan untuk menjawab masalah penelitian perspektif
yuridis dan Figh Siyasah.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan
kesimpulan dari semua pembahasan, merupaakan jawaban ringkas dari rumusan

masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran



BABII
PROSEDUR PEMBENTUKAN ATURAN HUKUM DALAM FIQH

SIYASAH DUSTURIYAH TEORI TASRI’'TYYAH

A. Figh Siyasah

1.

Definisi Figh Siyasah

Kata Figh secara Bahasa adalah pemahaman dan pengertian
terhadap ucapan dan perilaku manusia. Secara istilah, menurut ulama-
ulama syara, figh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang
selaras dengan syara mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-
dalilnya yang tafsil (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-
dasarnya, alquran dan sunnah).!

Kata Siyasah merupakan bentuk Masdar dari sasa, yasusu yang
artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.
Kata sasa memiliki sinonim dengan kata dabbara yang artinya mengatur,
memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah.? Secara terminologis,
Siyasah ialah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat
kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak
menentukannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.3

Kata Siyasah secara terminologis terdapat perbedaan pendapat

dikalangan ahli hukum islam. Menurut Ibnu Manzhur, Siyasah berarti

' J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

1994), 21-22.

2 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6-7.
3 Djazuli, Figh Siyasah (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2000), 27.
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mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul
Wahhab Khalaf mendefinisikan Siyasah sebagai Undang-Undang yang
dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur
berbagai hal. Sedangkan menurut Abdurrahman mengartikan Siyasah
sebagai hukum peradilan, lembaga pelaksanaan adminitrasi dan hubungan
luar dengan negara lain.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas pada prinsipnya
mengandung persamaan. Dapat disimpulkan siyasah berkaitan dengan
mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara
dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari
kemudharatan. Dalam buku Figh Siyasah karangan J. Suyuti Pulungan
beliau berpendapat Figh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal
dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk
hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan
yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan
kemaslahatan umat.*

Berdasarkan penjelasan diatas dari berbagai kalangan ahli hukum
islam maka Figh Siyasah merupakan ilmu yang dipelajari oleh pemerintah
untuk membuat, membentuk atau menetapkan peraturan serta kebijakan
untuk kepentingan negara dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Figh
Siyasah juga bisa diartikan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya

yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari

4 J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah..., 24.
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kemudharatan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan
syari’at islam.>
2. Ruang Lingkup Figh Siyasah
Dalam menentukan ruang lingkup Figh Siyasah, para ulama berbeda
pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang
lingkup Figh Siyasah. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab Figh Siyasah
nya yang berjudul al-ahkam al-sultaniyyah yang membagi ruang lingkup
Figh Siyasah kedalam lima bagian antara lain:
1. Siyvasah Dusturiyyah tentang Peraturan PerUndang-Undangan.
2. Siyasah Maliyah tentang Ekonomi dan Moneter.
3. Sivasah Qadha’iyyah tentang Peradilan.
4. Siyasah Harbiyyah tentang Peperangan.
5. Siyasah ‘Idariyyah tentang Administrasi Negara.®
Sedangkan menurut T M. Hasbi membagi ruang lingkup Figh
Siyasah ke dalam delapan bagian, diantaranya:
1. Siyasah Dusturiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang Perintah
PerUndang-Undangan.
2. Siyasah Tasyri’iyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang Penetapan
Hukum.

3. Siyvasah Qadaiyyah Shar’iyyah yaitu Kebijaksanaan Peradilan.

> Dimas Imam Wahyu Sejati, “Tinjauan Figh Siyasah Dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung
No.74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 24.

¢ Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 14
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4. Siyasah Maliyyah Shar’iyyah yaitu Kebijaksanaan Ekonomi dan
Moneter.

5. Siyasah Idariyyah Shar’iyyah yaitu Kebijaksanaan Administrasi Negara.

6. Siyvasah Dawliyah / Siyasah Kharjiyyah Shar’iyyah yaitu Kebijaksanaan
Hubungan Luar Negeri atau Internasional.

7. Siyasah Tanfiziyyah Shar’iyyah yaitu Kebijakan Pelaksanaan Undang-
Undang.

8. Siyasah Harbiyyah Shar’iyyah yaitu Kebijakan Peperangan.’

Namun dari pembagian ruang lingkup Figh Siyasah oleh beberapa
ulama diatas, maka pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga
bagian pokok diantaranya:

1. Politik PerUndang-Undangan atau Siyasah Dusturiyyah. Bagian ini
meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau 7asyri’iyyah oleh
Lembaga legislatif, peradilan atau Qadaiyyah oleh Lembaga yudikatif,
administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.

2. Politik luar Negeri atau Siyasah dauliyyah / Siyasah Kharjiyyah. Bagian
ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim
dengan yang non muslim bukan warga negara. Pada bagian ini juga ada
politik masalah peperangan atau Siyasah Harbiyyah yang mengatur
etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang,

tawanan perang dan genjatan senjata.

"Tbid., 15.
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3. Politik keuangan dan moneter atau Siyasah Maliyyah, yang antara lain
membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran negara dan
belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak publik,
pajak dan perbankan.?

Sumber Hukum Figh Siyasah

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya.
Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan
tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu
figh, figh siyasah mempunyai sumber-sumbr yang dapat dirujuk dan
dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber figh siyasah dapat dibagi
dua sumber primer dan sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi
sumber-sumber figh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Alquran dan Sunnah,
sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, serta sumber-sumber
yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain  sumber Alquran dan Sunnah, Ahmad Sukardi
mengungkapkan sumber kajian figh siyasah berasal dari manusia itu sendiri
dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, urfatau kebijaksanaan
masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa
lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-
sumber lain seperti perjanjian antara negara dan konvensi dapat digunakan

dalam pengkajian figh siyasah.’

8 Ibid., 15.
% Ibid., 16.
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B. Siyasah Dusturiyyah

1.

Definisi Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian Figh Siyasah yang membahas
masalah perUndang-Undangan negara. Dalam pembahasan mengenai bab
Siyasah Dusturiyyah meliputi konsep konstitusi (Undang-Undang dasar
negara beserta sejara lahirnya perUndang-Undangan tersebut), legislasi
(tata cara perumusan Undang-Undang), Lembaga demokrasi dan syura
yang merupakan pilar penting dalam perUndang-Undangan suatu negara
serta ummah yang menjadi pelaksana atau yang menjalankan suatu
peraturan perUndang-Undangan tersebut. Figh Siyasah juga mengkaji
konsep negara hukum, Siyasah dan timbal balik antara pemerintahan dan
masyarakat dan hak-hak para masyarakat yang wajib dilindungi.'”

Dusturiyah diambil dari kata dusturi dari Bahasa Persia yang berarti
seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama.
Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab kata Dusturiyah
berkembang maknanya yaitu menjadi asas dasarr atau asas pembinaan.
Disisi lain menurut terminologi Dusturiyah memiliki arti kumpulan yang
dapat mengatur hubungan dasar antar warga dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara baik yang dikodifikasi. Sehingga dasar kata Dusturiyah
diimpulkan menjadi peraturan perUndang-Undangan yang fundamental
yang kemudian dijadikann sebagai sumber hukum bagi peraturan

dibawahnya berdasarkan syariat. Dari hal tersebut mengakibatkan praturan

10 Ibid., 177.
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perUndang-Undangan haruslah mengacu pada konstitusinya pada setiap
negara yang mengikuti nilai keislaman dalam hukum syariat yang tlah
dijelaskan oleh Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW,!!
Permasalahan di dalam Figh Siyasah Dusturiyyah yaitu hubungan
antara pimpinan atau penguasa negara dengan rakyatnya serta kelembagaan
yang ada di dalam masyarakatnya. Dalam Figh Siyasah Dusturiyah
membatasi pembahasannya yaitu hanya membahas tentang pengaturan dan
perundangan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan hasil realisasi
kemaslhatan manusia unutk memenuhi kebutuhannya.!?
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah
Figh siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan masyarakat
yang sangat luas dan lengkap. Apabila dilihat dari lain sisi Siyasah

Dusturiyyah dapat dibagi menjadi empat bagian:

1. Bidang Siyasah Tasri’iyyah membahas persoalan ahlu al-halli wa al
‘aqdi, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam
suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang,
Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.

2. Bidang Siyasah Tanfidiyyah, membahas persoalan imamah, persoalan
bai’ah, wizarah, wali al-‘ahdj, dan lain-lain.

3. Bidang siyasah gadaiyyah membahas persoalan peradilan.

1 bid., 177-178.
12 Djazuli, Figh Siyasah..., 47.
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4. Bidang siyvasah idariyyah membahas persoalan administratif dan

kepegawaian.!3

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang

siyasah dusturiyyah dibagi menjadi empat macam:!*

1. Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perUndang-
Undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah,

sumber perUndang-Undangan maupun penafsiran.

. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga al-sultah al-
tashri’iyyah, artinya adalah kekuasaan pemerintah islam dalam
membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah
satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur
masalah kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain seperti a/-sulthah al-
tanfidziyyah, kekuasaan eksekutif dan a/-sultah al-qadaiyyah, kekuasaan

yudikatif.

. Ummah

Dalam konsep islam, wmmah diartikan dalam empat macam,
yaitu bangsa, rakyat, kaum yang bersatu pada atas dasar iman, penganut
suatu agama atau pengikut nabi, khalayak ramai dan umum, seluruh

umat manusia.

4. Shura atau demokrasi

13 Ibid., 48

4 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam..., 25-27
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Kata Shura berasal dari akar kata Shawara mushawaratan,
artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah
di indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil
atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.
3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyyah
Persoalan Figh Siyasah Dusturiyah tidak dapat terlepas dari dua hal
pokok, yaitu:

1. Dalil-dalil Kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadith, maqosidu
Syariah, dan semangat ajaran islam untuk mengatur warga negara.

2. Aturan-aturan yang dapat berubah karena adanya perubahan situasi dan
kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad dari para ulama, walaupun
tidak seutuhnya.'’

Beberapa sumber kajian Siyasah Dusturiyah ialah:

1. Al-Qur’an yang berupa ayat-ayat yang berhubungan dengan masyarakat
dan dalil-dalil kully.

2. Hadith yang berhubungan imamah, dan kebijaksanaan Nabi Muhammad
SAW dalam menerapkan hukum di masanya.

3. Kebijakan para khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan
pemerintahan.

4. Ijtihad Ulama’, hasil ijtihad para ulama dalam masalah Siyasah
Dusturiyah. Hasil dari Ijtihad ulama membantu untuk tercapainya

kemaslahatan umat.

15 Djazuli, Figh Siyasah..., 48.
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5. Adat dari suatu bangsa, kebiasaan kehidupan dalam masyarakat suatu

bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur’an dan Hadith.

C. Prosedur Pembentukan Aturan Hukum Dalam Teori Figh Siyasah Dusturiyah
Teori al-Sulthah al-Tasri’iyyah
1. Konsep Negara Hukum Dalam Figh Siyasah Dusturiyah
Siyvasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dalam Figh
Siyasah yang membahas tentang masalah Perundang-Undangan didalam
suatu kenegaraan. Konten dari Figh Siyasah Dustriyah yaitu konsep-konsep
konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lainnya Perundang-
Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan
Undang-Undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar
penting dalam Perundang-Undangan.'®
Dalam Figh Siyasah Dusturiyah terdapat teori Tasri’iyyah ataupun
Bidang Siyasah Tasri’iyyah yang membahas persoalan ah/u al-halli waal
‘aqdi atau disebut sebagai perwakilan rakyat yang bertugas sebagai
pembuat aturan hukum didalam suatu negara seperti Undang-Undang
Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan
sebagainya. Ada juga yang berpendapat bahwa dalam Siyasah Dusturiyah
terdapat 4 bagian kajian, salah satunya adalah Konstitusi. Dalam konstitusi

dibahas sumber-sumber dan kaidah perUndang-Undangan di suatu negara,

16 Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, “Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Figh Siyasah Dusturiyah”, Jurnal llmu Syariah, Hukum Poitik &
Pemerintahan, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2021), 67.
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baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perUndang-Undangan
maupun penafsiran.

Dalam Figh Siyasah, konstitusi sendiri disebut sebagai Dusturi kata
itu berasal dari Bahasa Persia. Yang memiliki arti aslinya adalah memiliki
kewenangan di bidang agama dan politik. Dalam perkembangan
selanjutnya, kata ini digunakan untuk mengartikan pemuka agama yaitu
majusi. Setelah mengalami peleberan dalam Bahasa arab, kata dusturi
mengembangkan pemahamannya menjadi asas, fondasi atau bentuk.
Menurut terminologi dusturi mempunyai makna seperangkat aturan yang
mengatur dasar hubungan kerja sama antara kedua pihak masyarakat
disuatu negara, baik konvensi maupun konstitusi kata dusturi juga sudah
diserap dalam Bahasa Indonesia yang memiliki terjemahan yaitu Undang-
Undang dasar suatu negara.!”

Menurut ‘Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan
islam dalam perumusan Undang-Undang dasar ini adalah jaminan hak asasi
manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang
dimata hukum, tanpa membeda-bedakan sertifikat sosial, kekayaan,
pendidikan dan agama.'®

Seperjalanan kemajuan era konstitusi dibedakan menjadi tiga, yaitu:

7 Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan Di Indonesia” (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 30.
18 Abdul Wahhab Kahllaf, Al-Siyasah al-Syar’iyah, Kairo, Dar al-Anshar, 1977, 25-40
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1. Negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan pemberlakuan
hukum figh secara apa adanya. Salah satu contoh negaranya ialah arab
Saudi.

2. Negara yang menanggalkan sama sekali islam dari dasar negaranya dan
mengadaptasi hukum negara barat dalam konstitusi, contoh negaranya
ialah turki pada saat setelah khalifah Usmani.

3. Negara yang mencoba menggabungkan Islam dan barat, contoh negara
yang menggunakan ini ialah Indonesia, Aljazair dan mesir.

2. Definisi dan Wewenang al-Sulthah al-Tasri’iyyah

Dalam kajian Figh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif
disebut juga dengan al-sulthah al-tasri’iyyah, yaitu kekuasaan pemerintah
islam dalam membuat dan menetapkan hukum.!” Menurut islam, tidak
seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat
islam. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-an’am, 6:57 (in al-hukm illah
lillah). Akan tetapi dalam wacana Figh Siyasah, istilah al-sulthah al-
tasri’iyyah digunakn untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau
kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah  kenegaraan,
disamping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah), dan kekuasaan
yudikatif (a/-sulthah al-gadlaiyah). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif /
al-sulthah al-tasri’iyyah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah
islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan

oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan allah

19 Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan Di Indonesia” (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 38.
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SWT dalam syariat islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam

islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum
yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.

2. Masyarakat islam yang melaksanakannya.

3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai
dasar syariat islam.

Jadi, dengan kata lain dalam a/-sulthah al-tashri’iyyah pemerintah
melakukan tugas siyasah syar’iyahnya ntuk membentuk suatu hukum yang
akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat
islam, sesuai dengan semangat ajaran islam. Sebenarnya pembagian
kekuasaan dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat
dalam pemerintah islam jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan
teori mereka tentang Trias Politica. Kekuasaan 7ashri’iyah, kekuasaan
Tanfidziyah dan kekuasaan Qadlaiyah, ketiga kekuasaan ini telah berjalan
sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai kepala negara.
Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan
menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara
kepada nabi juga. Dalam perkembangan dan berbeda-beda sesya dengan
perbedaan masa dan tempat.?’

Kekuasaan legislatif atau al-sulthah al-tasri’iyyah adalah kekuasaan

terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang

2 Ibid., 39
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dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh
lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Jajaran di
lembaga legislatif ini diisi oleh para Mujtahid dan Mufii serta pakar pakar
dari berbagai bidang lainnya.?! Dalam penetapan syariat islam sebenarnya
hanya wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas al-sulthah al-
tasri’iyyah hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari’at
islam, yaitu Al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad SAW, dan
menjelaskan hukum-hukum yang terdapat didalamnya.

Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga
legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat
islam tersebut. Dalam hal ini terdapat dua fungsi al-sulthah al-tasri’iyyah,
yaitu:

1. Hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam nash Al-Qur’an
dan Sunnah. Undang-Undang yang ditetapkan oleh a/-sulthah al-
tasri’iyyah adalah Undang-Undang illahiyah yang disyaratkan dalam
Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam
Hadith. Pada  prinsipnya kedua sumber islam tersebut banyak
berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan
suatu permasalahan secara terperinci.

2. Melakukan Jjjtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang secara
tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah a/-sulthah al-tasri’iyyah

harus diisi oleh para mujtahid dan Mufti. Mereka melakukan ijtihad

2l Khallaf, al-siyasah al-syar’iyah, 42
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untuk menetapkan hukumannya dengan jalan Qiyas. Mujtahid dan
Mufti mencari ‘//at atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan
yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad anggota
legislatif harus mengacu terhadap prinsip jalb al-mashalih dan daf al-
maftasid (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). Ijtihad
tersebut harus diimbangi dengan mempertimbangkan situasi dan
kondisi sosial masyarakat. Agar peraturan yang dibuat dan hasil yang
diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak
memberatkan salah satu pihak.

Undang-Undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh
lembaga legilatif atau al-sulthah al-tasri’iyyah tidak dapat berlaku
selamanya dan dapat diubah. Apabila terdapat perkembangan dalam
masyarakat yang mengakibatkan suatu peraturan harus diubah, maka
badan legislatif atau al-sulthah al-tasri’iyyah berwenang meninjaukan
kembali dan menggantinya dengan Undang-Undang yang baru yang lebih
cocok untuk perkembangan masyarakat. Dalam anggota legislatif ini para
anggotanya akan berdebat dan bertukan pikiran untuk menentukan
Undang-Undang yang baru. Setelah terjadi kesepakatan, maka
dikeluarkanlah Undang-Undang yang baru dan diberlakukan kepada seluruh
masyarakat. Undang-Undang baru tersebut baru bisa efektif ketika sudah
didaftarkan dalam lembaga sekretariat negara dan disebarkan ke

masyarakat.??

22 Mahmud Hilmi, Nizham al-Hukm al-Islami, (kairo: Dar al-Hadi, 1978), 201
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3. Figh Siyasah Dusturiyah Terhadap Prosedur Pembentukan Aturan Hukum.

Khalitah sebagai kepala negara islam yang kekuasaannya meliputi
seluruh negaranya, yang mana dalam pembentukan suatu peraturan
memiliki prinsip demokrasi. Dengan demikian £khalifah mempunyai
kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum
tidak diatur jelas dalam Al-Qur’an dan Hadith. Namun hak untuk membuat
suatu peraturan perUndang-Undangan hanyalah milik Allah SWT dan
Rasul, sehingga Khalifah mengeluarkan Suatu Hukum atau ganun atau
Undang-Undang yang tidak diatur dengan jelas oleh alquran dan hadith.
Peraturan yang diperjelas tersebut akan diatur oleh Ahlu al-halli wal Aqdi
yang nantinya membentuk suatu Undang-Undang yang akan diberlakukan
dalam masyarakat demi kemaslahatan rakyat dan negara.

Adanya perbedaan beberapa istilah dalam beberapa wulama
dikarenakan melihat tugas dan fungsi kewenangan dari lembaga ahlu al-
halli wal Aqdi yakni memilih khalifah, menetapkan Undang-Undang,
melakukan musyawarah, melakukan kontrolling terhadap kinerja khalifah
di dalam menjalankan roda kepemimpinannya.>> Sumber tertulis utama
pembentukan UUD dalam islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi
karena memang bukan buku Undang-Undang, Al-Qur’an tidak merinci
lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak
dan kewajiban mereka masing-masing. Al-Qur’an hanya memuat dasar-

dasar atau prinsip-prinsip umum pemerintahan islam secara global saja.

23 J. Suyuthi pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, 6.
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Ayat-ayat yang masih global ini kemudian dijabarkan oleh nai dalam
Sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takdir atau
ketetapannya.

Namun demikian Al-Qur’an dan Sunnah menyerahkan semuanya
kepada umat islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta
menyusun konstitusi dengan perkembangan zaman dan konteks sosial
masyarakatnya. Dalam hal ini dasar-dasar hukum islam lainnya, seperti
ijma’, qiyas, istikhsan, maslaha mursalah, dari ‘Urf memegang peranan
penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar
tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah
digariskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Fazlur Rahman menjelaskan dan juga menegaskan pentingnya
perumusan ijtiha ini kedalam Dusturiyah, namun Rahman lebih berusaha
memperjleas bentuk dan operasionalisasinya. Menurut Rahman, sebagai
Lembaga legislatif atau Dusturiyah, ijtihad yang dihasilkannya untuk
dijadikan sebuah Undang-Undang yang mengikat, tetapi tidakk terlepas
dari kemungkinan benar atau salah. Namun sejauh Undang-Undang
tersebut mencerminkan kehendak umat ia tetap meruapakan consensus
ijma’yang bersifat islami dan demokratis serta mengikat umat islam dalam
suatu negara. Namunseiring dengan perkembangnya massa konsensus ini
dapat diubah sesuai dengan kondisi.

Ulama menurut Rahman tidaklah berfungsi untuk menciptakan

sebuah hukum, tetapi hanyalah memimpin umat secara umum dengan
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adanya ide yang islami kepada masyarakat. Ini penting agar kesadaran dan
pemikiran masyarakat sesuai dengan landasan islami. Para ulama yang
menyatakan bahwa persoalaan Dusturiyah merupakan tugas yang ditujukan
kepada ulama tidaklah salah, namun dapat mengingkari kebenaran adanya
prose pembentukan hukum islam yang dikenal dalam sejarah. Dalamm
sejarah menunjukkan bahwa yang membentuk hukum islam adalah
penguasa bukan para ulama (fugaha).**

Hal inilah yang nantinya legislasi dilakukan oleh Dusturiyah. Dalam
hal ini adanya peranan penting dari masyarakat untuk mengontrol terhadap
kerja Lembaga legislatif atau Dusturiyah. Masyarakat dapat mengajukan
kebertan apabila Lembaga Dusturiyah ini tidak sejalan dengan prinsip
islam dan aspirasi dari masyarakat.

Hukum yang dibuat dalam prosedur ini memiliki sifat alami
dibandingkan dengan terbuat dari aliran-aliran tradisional, sebagaimana
yang pernah berkembang dalam sejarah islam. Hkum yang dibuat terakhir
merupakan hasil dari penafsiran individu yang tidak lepas dari subjektivitas
mazhab. Hukum yang terbentuk oleh Lembaga legilatif atau siyasah
Dusturiyah merupakan pemikiran kolektif yang telah disaring dan di
musyaarahkan. Dari pemikiran tersebut Rahman menyimpulkan bahwa
sumber fisik dari semua wewenang dan kekuasaan adalah umat islam itu

sendiri. Jadi kekuasaan itu mungkin di lemparkan kepada Lembaga

24 Fazlur Rahman, “Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani-Mille”, Dalam John
J. Donohue dan John L. Esposito, Islam Transition: Islamic Perspective, (New York : Oxford Univercity
Press, 1982), 259-260.
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Dusturiyah untuk membentuk Undang-Undang yang sesuai dengan ajaran

syariat islam.?3

25 Dimas Nur Kholbi, “Analisis Figh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan Di Indonesia” (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 48-49.



BAB III

PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN

2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Pengertian Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

1.

Pengertian Menurut Para Ahli

Pengertian pembentukan perundangan menurut Jimly ashidique,
dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah lengkap penjelasannya pada
lingkup Batasan pengertian Undang-Undang. Yang mana dalam pasal 20
UUD 1945 hanya menjelaskan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan
Rakyat untuk membentuk undng-undang dengan persetujuan Bersama
dengan pemerintah. Undang-Undang dapat dimaknai sebagai naskah
hukum dalam arti yang luas yang menyangkut sebuat materi dan juga
bentuk tertentu.

Bentuk peraturan yang diputuskan di lembaga legislatif itu tertentu
berbeda dengan perturan yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif maupun
yudikatif. Peranan lembaga legislatif berguna untuk menentukan keabsahan
material peraturan yang dimaksud. Dalam peranan lembaga legislatif yang
sangat menentukan yang berarti peranan para wakil rakyat yang telah
dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat dari mana
keadaulatan negara untuk menentukan keabsahan Undang-Undang untuk
umum. Masyarakat yang pada daarnya berdaulat daam negara demokrasi
yang mana rakyat pulalah yang berhak untuk menentukan kebijakan-

kebijakan kenegaraan yang akan mengikat bagi seluruh rakyat. Pemerintah

41
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sebagai pihak yang bermandat untuk menjalankan tugas pemerintahan
negara tidak boleh menetapkan sendiri segala sesuatu kebijakan negara
yang nantinya akan mengikat seluruh negara.!

2. Pengertian Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan merupakan lanjutan peraturan dari Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A yang berbunyi:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang
diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.”

Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini deperluas untuk
mencakup sebua Peraturan PerUndang-Undangan tidak hanya sebuah
Undang-Undang saja.

Telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
bahwa Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan ialah pembuatan
suatu peraturan perUndang-Undangan yang mana mencakup beberapa
tahapan yaitu tahap perencanaan tahap penyusunan, tahap pembahasan,
tahap pengesahan atau penetapan dan tahap pengundangan. Peraturan
perUndang-Undangan mempunyai makna yaitu peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang harus melalui prosedur

yang telah ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan. Undang-

! Jimly Ashidiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010) 256
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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Undang sendiri ialah peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan oleh Presiden.?

Indonesia yang merupakan negara hukum wajib adanya suatu
peraturan dan Undang-Undang untuk mengatur segala aspek di negara
Indonesia ini. Segala kehidupan masyarakat Indonesia harus berdasarkan
ketentuan suatu hukum, yang salah satunya ialah Undang-Undang.
Undang-Undang sangat penting untuk negara Indonesia ini terutama bagi
penyelenggara negara untuk mengelola negara Indonesia ini.

Hukum merupaan suatu panglima dan pedoman yang tertinggi,
bukanlah orang individu ataupn kekuasaan. Dan suatu keputusan
administrasi negara atau alat negara harus sesuai dengan peraturan
perUndang-Undangan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam
negara hukum juga tidak terlepas dari system hukum, Lawrence M.
Friedman menyatakan ada 3 unsur yang terkait dalam sostem negara hkum,
yaitu: struktur, substansi dan kultur hukum. Kajian hukum atau kajian
yridis dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa substansi hukum,
yaitu peraturan Undang-Undang.*

Sejarah perUndang-Undangan dapat dikemukakan sejak proklamai
17 Agustus 1945 hingga sekarang, telah terjadi perubahan di Indonesia
terhadap Undang-Undang dasar sebanyak 4 kali. Yang pertama ialag

Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ialah Konstitusi Republik

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal
1,2

“Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan Di Indonesia” (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 13
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Indonesia serikat, yang ketiga ialah Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia, yang terakhir ialah Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang berlaku hingga saat ini.’

B. Sistem Pembentukan Peraturan Undang-Undang.
1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam pembentukan suatu Peraturan PerUndang-Undangan
terdapat Asas-Asas yang mana sas-asas tersebut haruslah di laksanakan.
Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab II
tentang Asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 5, yang
berbunyi:

“Dalam membentuk peraturan perUndang-Undangan harus
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan yang baik, yang meliputi :

Kejelasan tujuan,

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat,
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan,
Dapat dilaksanakan,

Kedayagunaan dan kehasilgunaan,

Kejelasan rumusan, dan

Keterbukaan.”®

@ e Ao o

Masing masing Asas tersebut memiliki makna dan penjelasan
tersendiri, yaitu:’

a. Asas Kejelasan Tujuan.

3> Yani, Ahmad, Pembentukan Undang-Undang & Perda, (Jakarta : Rajawali Pers, 201), 4.

¢ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal
5,5.

7 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 5, 4-5.
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Asas kejelasan tujuan ini memiliki makna bahwa setiap
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan
yang jelas yang hendak dicapai.

. Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat.

Asas kelembagaan atau oejabat pembentuk yang tepat ini
memiliki makna bahwa setiap jenis peraturan perUndang-Undangan
harus dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan
Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

. Asas Kesesuaian Antar Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan ini
memiliki makna bahwa didalam Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan.

. Asas Dapat Dilaksanakan.

Asas dapat dilaksanakan memiliki makna bahwa setiap
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan harus memperhitungkan
efektivitas peraturan perUndang-Undangan tersebut di dalam
masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ini memiliki makna

bahwa setiap peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang
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benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
f. Asas Kejelasan Rumusan.

Asas kejelasan rumusan ini memiliki makna bahwa setiap
Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata
atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

g. Asas Keterbukaan.

Asas keterbukaan memiliki makna bahwa dalam Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh elemen
masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan.

Proses Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang mana dijelaskan di
Pasal 1 bahwasannya dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
terdapat 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan

atau penetapan, dan yang terakhir ialah pengundangan.
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a. Perencanaan
Perencanaan adalah tahapan yang mana DPR dan Presiden
Menyusun daftar Rancangan Undang-Undang yang nantinya akan
dirakit lebih dalam, yang lebih dikenal dengan kata Prolegnas atau
Program Legislasi Nasional. Nantinya hasil dari prolegnas yang akan
dimasukkan di keputusan Dewan Perwakilan Rakyat.®
Ada dua jenis dalam program legislasi nasional ini yang pertama
ialah Prolegnas jangka menengah yakni yang dirancang untuk 5 tahun
kedepannya yang kedua prolegnas prioritas tahunan yang dirancang
untuk tahunan.” Namun sebelum adanya sebuah Rancangan Undang-
Undang masuk dalam prolegnas tahunan maka DPR dan Pemerintah
wajib telah Menyusun dulu Naskah Akademik. Namun prolegnas bukan
satu-satunya acuan untuk perencanaan pembentukan Undang-Undang.
Karena akan ada kemungkinan yang mana akan timbul suatu keadaan
tertentu yang darurat untuk dibahas sebuah RUU dan wajib segera di
proses.!?
b. Penyusunan
Dalam  penyusunan  terdapat  tahapan-tahapan  untuk
mempersiapkan rancangan Undang-Undang yang nantinya akan dibahas

Bersama DPR dan Pemerintah. Tahapan tersebut ialah penyusunan

8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal
22 Ayat 2.
9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal
22 ayat 3.
10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal
22 ayat 2.
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rancangan Undang-Undang, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan

konsepsi, dan pembuatan naskah akademik.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang adalah pembuatan
rancangan pasal demi pasal dengan mengikuti lampiran II Undang-
Undang nomor 12 tahun 2011. Namun untuk pengharmonisan,
pembulatan dan pemantapan konsepsi adalah tahapan untuk memastikan
bahwa ruu yang disusun ini telah searah dengan Pancasila, UUD NRI
tahun 1945, Undang-Undang lainnya dan teknik penyusunan perauran
perUndang-Undangan, dan juga menghasilkan kesepakatan terhadapa
substansi yang diatur dalamm RUU.!! Dari semua ini yang berasalkan
dari presiden maka harus dikoordinasikan dengan menteri yang
menyelenggarakan utusan pemerintahan di bidang hukum.

Persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang terbagi
menjadi 3 yaitu rancangan Undang-Undang dari presiden, dari dewan
perwakilan rakyat, dan dari dewan perwakilan daerah.

1) Persiapan dari presiden pun teratur dalam Undang-Undang nomor
12 tahun 2011 Bab V pasal 43 ayat 3 yang telah disebutkan bahwa
rancangan Undang-Undang dari presiden harus disertai dengan
naskah akademik rancangan Undang-Undang. Pada pasal 50
Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ayat 1, RUU dari presiden
diajukan dengan surat presiden kepada pemimpin Dewan

Perwakilan Rakyat dan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah

"' Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan Di Indonesia”(Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 85.
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untuk rancangan Undang-Undang yang menjadi kewenangan Dewan
Perwakilan Daerah.!?

Penyusunan Rancangan Undang-Undang dapat dikerjakan dengan
dua teknis yaitu dilakukan berdasarkan prolegnas dan dalam
keadaan tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 110 peraturan
presiden nomor 87 tahun 2014 terhadap suatu rancangan Undang-
Undang yang sudah di terima oleh Presiden dan DPR, nantinya akan
disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada
Presiden untuk disahkan menjadi undang undang.

2) Proses untuk mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yang
tercipta dari Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan berdasarkan
peraturan tata tertib DPR Nomor 2 tahun 2012 tentang tata cara
mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Badan pembantuan
penyiapan usul dari dewan perwakilan daerah sebelum sampai pada
usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan
suatu RUU. Rancangan Undagn-Undang ini disiapkan oleh tim
asistensi badan legislasi atau sering dikenal Baleg. Dalam Undang-
Undang nomor 12 tahun 2011 bab V bag I dan penyusunan Undang-
Undang pasal 43 ayat 1. Selanjutnya rancangan Undang-Undang
dari dewan perwakilan rakyat disampaikan dengan surat dari

pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan Dewan

12 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/2012.
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Perwakilan Daerah untuk rancangan yang berkaitan dengan
kompetensi DPD.

Tahap pertama penyusunan Rancangan Undang-Undang dapat
dilakukan dengan dua acara yaitu berdasarkan prolegnas dan
inisiatif dari anggota, komisi, gabungan komisi atau baleg. Tahap
Kedua dalam rapat paripurna setelah adanya pendapat dari inisiatif
Rancangan Undang-Undang tersebuut diterima oleh pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat, dari pimpinan itu memberitahukan
kepada anggota tentang masuknya usul inisiatift RUU tersebut
kemudian akan dibagikan kepada seluruh anggota. Keputusan di
rapat paripurna akan menghasilkan persetujuan, persetujuan dengan
perubahan dan penolakan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 48 ayat 1 yaitu
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD dapat di
utarakan melalui tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR
dan tertuju kepada Presiden dan harus disertai Naskah Akademik.
Adapun RUU yang diajukan oleh DPD adalah RUU yang
berhubungan untuk otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.!3

13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal

45 Ayat 2.
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Keputusan dari DPD diambil pasca panitia perancang Undang-
Undang yang mengutarakan penjelasan dan prakarsa diberi
kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Dalam usul rancangan
Undang-Undang diterima dalam perubahan, DPD memberi kerjaan
kepada panitia perancangan Undang-Undang guna membahas dan
menyempurnakan usul rancangan tesebut. Rancangan Undang-
Undang yang telah diterima tanpa perubahan ataupun yang telah
dosempurnakan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden disertai surat pengantar

pemimpin dewan eprwakilan daeah.

c. Pembahasan

Pembahasan materi rancangan Undang-Undang antara dewan
perwakailan rakyat dan juga dengan presiden Adapun dengan dewan
perwakilan daerah namun hanya untuk pembahasan tertentu melalui dua
tingkat pembahasan. Tingkat I yaitu pembahasan dalam rapat komisi,
rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau
rapat panitia khusus adapun di tingkat II yaitu pembahasan dalam rapat
paripurna. Sebelumnya dewan perwakilan daerah hanya boleh untuk
ambil serta di pembahasan tingkat I dan nantinya dewan perwakilan

daerah ikut di pembahasan tingkat II.14
Peran dari dewan perwakilan daerah selanjutnya tidak bisa ikut

memberikan persetujuan terhadap suatu Rancngan Undang-Undang.

!4 Keputusan Mahkamah Konstitusi n0.92/PUU-X/2012
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Persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang hanya menjadi
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Tidak keikut
sertaan dalam pengambilan persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan
pada rapat paripurna dewan perwakilan rakyat pembahasan tingkat II.
Yang artinya dewan perwakilan daerah dapat saja ikut membahsa dan
memberi pendapat pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang
membahas rancangan pada tingkat II, tetapi tidak memiliki hak untuk
memberikan sebuah persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang
yang bersangkutan.

Persetujuan untuk rancangan menjadi sebuah Undang-Undang
harus adanya keterkaitan dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-
Undang dasar 1945 yang menjelaskan bahwa hanya dewan perwakilan
daerah dan presiden yang memiliki hak untuk memberikan persetujuan
terhadap seluruh rancangan Undang-Undang."

Pembahasan rancangan Undang-Undang ini sering terjadi saling
kritik. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan dan Presiden
akan menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal
dari Dewan Perwakilan Rakyat, lalu Dewan Perwakilan Rakyat
memberikan penjelasan serta Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah
menyampaikan pandangan bahwa jika rancangan tersebut berkaitan

dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah namun berasal dari

!5 Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undag-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Twntang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan”, Jurnal Yurisprudentia, Vol 3. No.
1 (Juni 2017), 79.
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Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden akan memberikan penjelasan dan
fraksi memberikan pandangan jika rancangan berasal dari Presiden maka
Presiden memberikan penjelasan dan juga fraksi dan Dewan Perwakilan
Daerah menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang
yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah berasal
dari Presiden.!6

d. Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 72
bahwa penyampaian rancangan unang-undang yang telah disetujui
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden tersebut dilakukan
dalam kurun waktu maksimal 7 hari semenjak persetujuan bersama.
Setelah menerima rancangan undang-undang yang telah disetujui
tesebut maka Sekretariat Negaraan menuangkannya dalam kertas
kepresidenan dan akhirya dikirimkan kepada Presiden untuk nantinya
disahkan menjadi Undang-Undang.

Pengesahan yang telah disetujui Bersama akan dilakukan dengan
membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga
puluh hari sejak rancagan tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden. Setelah Presiden mengesahkan rancangan yang
telah disetujui tersebut maka undang-undang itu kemudian akan
diundangkan oleh Menteri agar Undang-Undang itu dapat berlaku dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat umum. Dalam hal Rancangan

16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal
68 ayat 2.
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Undang-Undang tersbut tidak ditanda tangani oleh Presiden dalam
waktu paling lambat 30 hari maka rancangan tersebut sah menjadi
Undang-Undang dan wajib diundangkan. Yang mana sesuai dengan
ketentuan pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan
Pasal 20 Ayat 5 UUDNRI Tahun 1945.

Adanya tahapan-tahapan dalam Pembentukan Peratuan perUndang-
Undangan itu dilakukan demi terciptanya hasil yang baik dan benar.
Adapun akan sesuai dengan Undang-Undang dasar negara Republik
Indonesia 1945. Yang nantinya dapat disebarluaskan di seluruh masyarakat

dan juga dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

C. Kontroversi Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law telah disahkan dan ditanda
tangani oleh presiden pada hari senin, 2 November 2020. Undang-Undang ini
mendapat Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ketebalan
sebanyak 1.187 halaman. Saat proses pembentukan Undang-Undang nomor 11
tahun 2020 ini banyak sekali ditemui kontroversi dalam perjalanannya yang
menyebabkan Undang-Undang ini cacat formil.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas
Feri Amsari juga menilai bahwa pembahasan Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja tidak sesuai dengan mekanisme Pembentukan PerUndang-
Undangan atau cacat prosedur dan dapat dianggap inkonstitusional. Menurut

feri cacat prosedur itu dapat dilihat dari Prosedur Pembentukan Undang-
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Undang yang terkesan tergesa-gesa di tengah pandemi Covid-19 dan juga
pembahasan yang dinilai tertutup dan tidak melibatkan banyak kelompok
masyarakat. Sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan mengatur bahwa masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu proses perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan
dan terbuka.!’

Ketua yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati
juga menilai bahwa Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil.
Karena, menurutnya banyak Undang-Undang yang dilanggar dalam
pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa contoh pelanggaran
Undang-Undang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di
Dewan Perwakilan Rakyat ialah: a. Pembahasan Undang-Undang omnibus Law
dibentuk, dibahas dalam Panitia Kerja (Panja), dan Panitia Kerjanya dibuat
sebelum menuntaskan daftar isian masalah. Sedangkan dalam Pasal 51 Ayat 1
Tata Tertib DPR mengatakan, Panja dibentuk setelah rapat kerja membahas
seluruh materi Rancangan Undang-Undang sesuai daftar invertarisasi masalah
setiap fraksi. b. Undang-Undang yang dibuat tanpa kajian akademis, yang mana
Undang-Undang dibuat terlebih dahulu baru disusul pembuatan kajian

akademis. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo.

17Sania Mashabi, “Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur Karena Tertutup dari Publik”,

dalam

https://nasional. kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-

cacat-prosedur-karena-tertutup-dari, diakses pada tanggal 28 november 2020 pukul 17:50 wib.


https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur-karena-tertutup-dari
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur-karena-tertutup-dari
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Undang-Undang Nomor 15Tahunn 2019 menyatakan bahwa naskah akademis
harus terlebih dahulu dibuat.!®

Bivitri Susanti kembali berpendapat bahwa Penyusunan Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja tidak cukup di selesaikan dalam waktu 9 bulan.
Beliau membandingkannya dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual. Yang mana Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual belum juga tuntas kendati telah dibahas selama 4 tahun,
bahkan sampai ditarik dari Program Legislasi Nasional prioritas. Bivitri selaku
pakar Hukum Tata Negara menjelaskan bahwa penyusunan Undang-Undang
melalui metode Omnibus Law seperti Rancngan Undang-Undang Cipta Kerja
semestinya memakan waktu yang lama. Karena, penyusunan Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan
karena banyaknya ketentuan Undang-Undang yang diubah. Seharusnya
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya mengundang kelompok
Buruh dalam pembahasan, melainkan juga kelompok lain yang terdampak
seperti nelayan dan masyarakat adat. Penyusunan Undang-Undang melalui
metode Omnibus Law juga merupakan sesuatu yang baru dipraktekan di
Indonesia, sehingga sempat menimbulkan kebingungan, termasuk di kalangan
legislatif tersendiri. hal tersebut yang seharusnya menjadi pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat agar tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-

8Sania  Mashabi, “YLBHI  Nilai UU  Cipta Kerja  Cacat  Formil”,  dalam
https://nasional. kompas.com/read/2020/10/10/12443881/ylbhi-nilai-uu-cipta-kerja-cacat-formil ?page=1,
diakses pada tanggal 29 november 2020 pukul 22:13 WIB.


https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/12443881/ylbhi-nilai-uu-cipta-kerja-cacat-formil?page=1
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Undang Cipta Kerja yang ramai ditolak publik melalui aksi unjuk rasa di
sejumlah daerah apalagi dalam situasi pandemi ini.!”

Meski ditentang sana-sini oleh masa yang menolak Omnibus Law,
Presiden Jokowi akhirnya tetap meneken Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus
Law pada Senin, 2 November 2020. Pengerjaan yang tergesa-gesa ini
mengakibatkan beberapa kecacatan dalam Undang-Undang tersebut. Yang
pertama di Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
definisi Minyak dan Gas yang berbunyi “Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak
Bumi dan Gas Bumi” penjelasan tersebut membuat masyarakat heboh karena
merasa penjabaran tersebut tidak pending dan cenderung lucu. Beberapa
masyarakat juga menilai bahwa definisi tersebut terlalu berputar-putar. Kedua
yang menjadi perhatian public yaitu adanya satu pasal yang dinilai “Hilang”
yaitu pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang mana dalam Pasal 6
menekankan landasannnya di pasal 5 Ayat (1) Huruf a. sedangkan di pasal 5
tidak ada penjelasan lebih lanjut seperti yang ditulis di Pasal 6. Pihak media
kumparan sudah mencoba menghubungi Sekretariat Negara soal adanya

sejumlah Typo tapi belum ada penjelasan.?’

YArdito Ramadhan, “Menurut Pakar, Penyusunan RUU Cipta Kerja Tak Cukup dalam 9 Bulan”, dalam
https://amp-kompas-

com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/15/1527448 1 /menurut-pakar-
penyusunan-ruu-cipta-kerja-tak-cukup-dalam-9-

bulan?usqp=mq331 AQFKAGWASA%3D&amp_j s_VZO.i aoh=16047374046947&csi=1&referrer=https
%3 A%2F%2Fwww.google.com&amp tf=Dari%20%251%24s, diakses pada tanggal 29 November 2020
pukul 22:30 WIB.

20KumparanNews, “Ada Typo di UU Cipta Kerja: Pasal Hilang hingga Definisi Minyak”, dalam
https://today.line.me/id/v2/article/’kKKPQo?utm_source=keepshare, diakses pada tanggal 29 November
2020 pukul 22:47 WIB.


https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/15/15274481/menurut-pakar-penyusunan-ruu-cipta-kerja-tak-cukup-dalam-9-bulan?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16047374046947&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/15/15274481/menurut-pakar-penyusunan-ruu-cipta-kerja-tak-cukup-dalam-9-bulan?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16047374046947&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/15/15274481/menurut-pakar-penyusunan-ruu-cipta-kerja-tak-cukup-dalam-9-bulan?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16047374046947&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/15/15274481/menurut-pakar-penyusunan-ruu-cipta-kerja-tak-cukup-dalam-9-bulan?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16047374046947&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/15/15274481/menurut-pakar-penyusunan-ruu-cipta-kerja-tak-cukup-dalam-9-bulan?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16047374046947&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://today.line.me/id/v2/article/kKKPQo?utm_source=keepshare
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Ekonom INDEF Drajad H. Wibowo menyebut bahwa Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat atas Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya hanya
mengesahkan kertas kosong. Yang mana ternyata tim perumus Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja belum menyelesaikan pekerjaannya tetapi Panitia
Kerja Badan Legislatif telah membahasnya. Timmus belum selesai, lalu rapat
Panja Baleg memutuskan berdasarkan apa, itu yang membuat drajad heran.
Pengakuan ketua Badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi
Agtas dan Anggota tim perumus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Ledia
Hanifa Amaliah bahwa Timmus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum
menyelesaikan tugasnya. Ledia menjelaskan bahwa perumusan draf Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja mengalami kendala dalam keterbatasan tim
terutama dalam penyisiran sinergi isi yang banyak itu. Pengecekan tetap
dilakukan oleh ledia tetapi keterbatasan timmus dan banyaknya Undang-
Undang yang tercakup maka masih ada pelolosan. Menurut drajad, jika benar
pengakuan ledia benar maka Undang-Undang Cipta Kerja ini diproses dengan
melanggar Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sesuai Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020. Karena seharusnya memang dalam
pembahasan tingkat I, Minifraksi di baleg Dewan Perwakilan Rakyat telah
memegang draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah bersih,
tetapi yang terjadi hingga 7 oktober 2020 pun Ledia belum memegang draf

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah bersih.?!

2l Joko Sadewo, “Drajad: DPR Sahkan Kertas Kosong di Paripurna RUU Ciptaker”, dalam
https://today.line.me/id/v2/article/07yPrD?utm_source=keepshare, diakses pada tanggal 29 November
2020 pukul 23:07 WIB.


https://today.line.me/id/v2/article/07yPrD?utm_source=keepshare
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Drajad menjelaskan bahwa Timmus belum menyelesaikan Tugasnya,
maka tidak ada draf hasil timmus yang dilaporkan kepada rapat panja. Tanpa
adanya draf hasil kerja timmus maka hal yang dilaporkan ke rapat panja yang
mengakibatkan tim sinkronisasi belum bekerja. Lalu jika mengklaim bahwa tim
sinkronisasi sudah berkerja maka draf apa yang mereka selaraskan. Karena,
tanpa hasil kerja tim sinkronisasi, panja memutuskan naskah yang seperti apa.
Semua ini karena berdasarkan Pasal 163, yang menjelaskan bahwa salah satu
cara dalam pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I adalah
pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang. Jadi wajib adanya pembacaan
naskah Rancangan Undang-Undang dan itu adalah hasil naskah kerja tim
perumus dan tim sinkronisasi. Dari proses yang telah dilaksanakan menurut
drajad jelas bahwa pembicaraan tingkat I Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja ini belum selesai. Jadi bukan hanya soal typo seperti yang dijelaskan
sebelumnya, melainkan perihal Tatib Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat memang pengambil keputusan tertinggi di
Dewan Perwakilan Rakyat. Akibat kecerobohan Dewan Perwakilan Rakyat
mengakibatkan adanya pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tatib Dewan
Perwakilan Rakyat di atas. rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5
oktober 2020 hanyalah mengesahkan naskah Rancangan Undang-Undang Cipta

Kerja yang berisi kertas kosong.??

22 Ibid.,



BAB IV
ANALISIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PROSEDUR
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG CIPTA KERJA

A. Tinjauvan Yuridis Terhadap Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang memiliki
tujuan guna membka lapangan kerja dan juga menambah investasi asing dalam
Negeri dengan mengurangi persyaratan dan peraturan untuk izin usaha dan
pembebesan tanah. Undang-Undang yang telah disahkan pada 5 oktober 2020
lalu dan diundangkan oleh presiden tanggal 2 november 2020 yang memiliki
banyak halaman sebanyak 1.187 halaman. Dapat diketahui undang undang ini
mendapat respon pro dan kontra daari masyarakat Indonesia dan saat proses
pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak ditemukan kontroversi
dalam perjalanannya yang menyebabkan Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat
formil.

Semenjak belum disahkan Undang-Undang ini dan masih disebut
sebagai rancangan Undang-Undang di berbagai titik di wilayah seluruh
Indonesia menimbulkan banyak sekali terjadi aksi atau demo secara besar-
besaran yang bertujuan untuk membatalkan rancangan Undang-Undang

dikarenakan banyak sekali masyarakat yang merasa dirugikan karena hak-

60
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haknya sebagai pekerja, ada juga peningkatan akan deforestasi di Indonesia ini
yang berdampak pada perlindungan lingkungan negara Indonesia.

Undang-Undang ini banyak sekali menimbulkan kontroversi. Selain
karena pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ini yang banyak
merugikan bagi para pekerjanya, hal lain yang juga menimbulkan kntroversi di
mata masyarakat yaitu dalam proses pembentukan undang undang Cipta Kerja
ini, Yang mana beberapa pakar tata negara yang menyebutan bahwa Undang-
Undang Cipta Kerja ini cacat hukum secara prosedur pengesahannya.

Beberapa permasalahan yang menimbulkan cacat hukum secara
prosedurnya ialah adanya ketergesa-gesaan dalam pembahasan Undang-Undang
ini yang dilaksanakan di masa pandemi, dalam pembahasan ini juga dilakukan
secara tertutup atau kurang memperlibatkan elemen masyarakat Indonesia yang
mana sangan bertentangan dengan asas keterbukaan, Adapun pembentukan
panja yang belum sesuai dengan Tata Tertib DPR, sering kali berubahnya
rancangan Undang-Undang bahkan sampai telah disahkan oleh dpr pun halaman
masih dapat berubah, adanya dugaan pengesahan kertas kosong ketika rapat
paripurna, dan hasil dari ketergesa-gesaan itulah mengakibatkan adanya pasal
yang hilang dan juga pasal yang typo atau tidak jelas untuk rumusannya.

Dari beberapa permasalahan tersebut sangat jelas tidak sesuai dengan
Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan. Dimana dalam undang undang ini telah dijelaskan
secara rinci mekanisme pembentukan peraturan perundangan mulai dari

tahapan-tahapan yaitu perencanaan lalu penyusunan lalu pembahasan lalu
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pengesahan dan penetapan yang terakhir adalah pengundangan. Ada juga yang
tidak sesuai dengan asas-asasnya yaitu tentang asas kejelasan rumusan dan juga
asas keterbukaan. Dan juga berseberangan dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat tahun 2020.

Menurut Jimly Asshidigie dalam bukunya yang berjudul perihal undang
undang beliau menjelaskan bahwa sebagai negara yang berlandaskan pada
Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dimana segala aspek kehidupan dalam bidang masyarakatan, kebangsaan,
dan kenegaraan termasuk pemerintahan yang senantiasa berdasarkan atas
hukum. Untuk mewujudkan negara wujud tersebut diperlukan tatanan yang
tertib yaitu mulai di bidang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Tertib dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan harus dirintis sejak
saat perencanaan hingga saat pengundangannya. !

Untuk membentuk peraturan yang baik harus diberlakukan berbagai
persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tatacara penyiapan dan
pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Dengan demikian
diperlakukan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, sebagai landasan yuridis untuk terciptanya
pembentukan peraturan perundangan yang baik, sekaligus mengatur secara
lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan
peraturan perundangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan

dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.

! Jimly Ashidiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010) 256.
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Undang-Undang dalam tahap perencanaan ini teratur mengenai
prolegnas untuk terciptanya penyusunan peraturan perUndang-Undangan secara
terencana, bertahap, terarah dan juga terpadu. Dalam proses penunjangan
peraturan perUndang-Undangan maka diperlukan peran tenaga perancang
perUndang-Undangan untuk diperlukan tenaga perancang perundangan. Sebab
itu sebagai tenaga fungsional yang berkualitas untuk bertugas sebagai
menyiapkan, mengelolah, dan merumuskan rancangan peraturan perUndang-
Undangan. Bahkan tahap pembentukan suatu Undang-Undang harus dimulai
dari kegiatan penelitian dan pengembangan hukum. Setelah kegiatan penelitian
dan pengembangan terselesaikan maka dapat dilanjutkan dengan perencanaan
dan perancangan Undang-Undang. Untuk terlaksananya pembentukan maka
dilaksanakan secara berencan dan harus dilakukan berdasar prolegnas.

Program Legislasi Nasional harus tersusun secara terkoordinasi, terarah,
dan terpadu yang disusun bersama oleh dewan perwakilan rakyat dan juga
pemerintah. Dalam prolegnas ini pemerintah berkoordinsi dengan menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundangan ialah
menteri departemen hukum dan hak asasi manusia. Untuk ketentuan lebih
lengkap dan tata caranya di atur dengan peraturan presiden. Selanjutnya rangka
pembahasan mengenai prosedur pembentukan Undang-Undang menurut beliau
kita harus dapat membedakan konteks yang kita perlu kita bahas. Dalam
rangka agenda pembangunan hukum nasional untuk arti yang luas, maka

diperlukan kegiatan perencanaan dan pembangunan hukum yang juga luas,
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namun dalam rangka proses pembentukan hukum dalam arti yang pasti
dibutuhkan perencanaan dan perancangan dalam arti yang sempit.

Untuk memudahkan hal ini, menurutnya kita dapat menguraikan
mekanisme pembentukan Undang-Undang dan peraturan perundangan itu
secara kronologis berdasarkan bentuk-bentuk kegiatannya secara tahap demi
tahap. Dan pastinya proses pembentukan peraturan perundang undangan itu
dapat kita lihar menurut bentuk peraturannya masing-masing.>

Penjelasan jimly didalam bukunya yang berjudul perihal Undang-
Undang ini banyak sekali yang menjelaskan tentang tahap-tahap dalam sistem
membentuk sebuah Undang-Undang. Disini saya sebagai penulis menjelaskan
bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini masih banyak yang
tidak sesuai dengan sistem pembentukan yang telah diatur dalam Undang-
Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan. Dari beberapa sumber yang menjelaskan bahwa Undang-Undang
Cipta Kerja ini banyak kontroversi. Dalam Undang-Undang sendiri telah teratur
bahwasanya setiap pembentukan haruslah sesuai dengan asas-asasnya. Dalam
pasal 5 huruf F dan G yaitu Asas Kejelasan Rumusan dan Asas Keterbukaan.

Selama pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada pasal yang
bisa dibilang hilang, yang mana terdapat dalam pasal 5. Pasal 6 membeberkan
penjelasannya yang merujuk pada pasal 5 ayat (1) huruf a, sedangkan disitu
dalam pasal 5 tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut seperti yang telah tertulis

dalam pasal 6 tersebut. Saya sebagai penulis menjelaskan bahwa Undang-

2 Jimly Ashidiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010) 256-262.
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Undang Cipta Kerja yang telah diketok palu atau tlah disahkan tersebut sangat
tidak singkron dengan asas kejelasan rumusan yang mana disitu dalam Undang-
Undang yang telah disahkan jangan sampai ada kesalahan pengetikan atau zypo
karena agar Undang-Undang tersbut dapat dipahami di masyarakat dengan baik
dan tidak menimbulkn sebuah permasalahan.

Pembentukan Undang-Undang ini juga dapat dibilang tertutup,
dikarenakan saat proses pembentukannya itu kurang ter eksplor kepada seluruh
masyarakat indonesia. Dapat diketahui bahwa saat proses pembentukan ini
seluruh sistem pembentukannya harus terbuka yang mana harus sesuai dengan
asas keterbukaan. Disini agar masyarakat indonesia sendiri dapat memahami
proses nya seperti apa lalu masyarakat dapat memberi masukan masukan yang
mana ketika disahkan tidak timbul sebuah kontoversi yang dapat menimbulkan
masyarakat untuk aksi dijalan guna memprotes Undang-Undang ini. Dapat kita
ketahui bhwa beberpa kali terjadi perubahan halaman yang tidak jelas
disebabkan oelh apa, disini menurut penulis bahwa dari kejadian tersebut
merupakan salah satu yang tidak sesuai dengan asas keterbukaan karena banyak
masyarakat yang belum mengtahui dengan jelas proses pembentukan Undang-
Undang Cipta Kerja.

Beberapa problematika lain ketika pembentukan Undang-Undang Cipta
Kerja. Para ahli tata negara pun menilai bahwasannya proses pembentukannya
sangat rancu yang menimbulkan banyak kontroversi dikarenakan tidak terdapat
singkronisasi dengan Undang-Undang yang telah diatur untuk membuat sebuah

Undang-Undang. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2020
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juga terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan proses pembentukan Undang-
Undang omnibus law ini. Disaat para jajaran dewan dalam pembahsan tingkat I
para minifraksi yang berada di Baleg harus telah memegang draf rancangan
Undang-Undang ciptaker yang telah final. Tetapi disini tim perumus rancangan
Undang-Undang ciptaker belum menyelesaikan tugasnya dan telah dibahas oleh
panitia kerja baleg, kasus ini dapat menimulkan pertanyaan bagaimana bisa
telah membahas sebuah rancangan Undang-Undang yang mana rancangan
tersebut belum terselesaikan. Inilah yang menyebabkan masyarakat berfikir
bahwa seakan akan para dewan ini tergesa-gesa agar terselesaikannya Undang-
Undang Cipta Kerja ini secara cewpat walaupun disaat masa-masa pandemi
Covid-19.

Kasus ini menimbulkan sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat nomor 1 tahun 2020 pasal 163 yang mana
dijelaskan bahwa pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I
ialah pembacaan rancagnan undang-undang. Disini dapat diketahui bahwa hasil
kecerobohan para DPR lah yang membuat proses timmus dan juga panja tidak
sesuai dengan yang semestinya telah dijelaskan.

Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sudah mendapatkan perlawanan
dan penolakan dari masyarakat sejak awal namun tetap dikerjakan dan dikebut
dengan sangat serius di parlemen dan pada saat genting-gentingnya Indonesia
dalam menangani kasus Covid-19, ditambah setelah disahkan oleh DPR dan
akan ditanda tangani oleh presiden masih terdapat kesalahan besar yaitu

berubahnya halaman dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dari kecerobohan
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tersebut semakin membuat masyarakat tidak setuju dan melakukan demonstrasi
besar-besaran diseluruh Indonesia dan mengakibatkan banyak korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan yang kemudian di perbarui menjadi Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PerUndang-Undangan telah
menjelaskan pada Pasal 1 (a) yang berbunyi “Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan adalah pembuatan peraturan perUndang-Undangan yang
mencakup tahapam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dn pengundangan.” yang kemudian di perjelas pada Pasal 1 (b)
yang berbunyi “Peraturan PerUndang-Undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan.” Di pasal tersebut
sudah jelas bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang harus sesuai
dengan prosedur yang telah di tetapkan.

Prosedur pertama ialah Perencanaan yang diatur dalam Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Pasal 10 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15
Ayat (1) dan (2), Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk akan
dicantumkan kedalam Program Legislasi Nasional. Setelah itu badan legislasi
(Baleg) mengumumkan rencana penyusunan prolegnas kepada masyarakat

melalui media massa, baik cetak ataupun elekteronik serta melakukan

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

4 Ibid.,
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kunjungan kerja yang berfungsi untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Lalu
masyarakat dapat menyampaikan masukan secara langsung atau melalui surat
ke pemimpin badan legislasi yang harus diajukan sebelum pembahasan
Prolegnas dilakukan.

Prosedur kedua yaitu penyusunan yang diatur dalam Pasal 45 Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan. Di pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam
penyusunan Rancangan Undang-Undang yang diinisiasi oleh Pemerintah,
masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui ahli hukum, praktisi, atau
akademisi yang dapat menguasai permasalahan terkait dengan materi
Rancangan Undang-Unang yang terlibat sebagai Panitia antar kementrian dan
antar nonkementrian. Yang mana Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
seharusnya disebarluaskan ke publik agar dapat memberikan masukan untuk
penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tetapi Fakta
dilapangan dapat kita ketahui bahwa saaat awak media meminta ke badan
legislatif pun tidak mendapatkan Rancangan Undang-Undang tersebut. Hal itu
jelas tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 Paragraf 3 Pasal 174 dan Pasal 175.

Prosedur Ketiga ialah pembahasan, dalam pembahasan ini seharusnya
masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang
Cipta Kerja ini. Yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

tahun 2011 Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi ‘“Masyarakat berhak memberikan
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masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan.” Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah
melakukan penyebarluasan RUU untuk memberikan informasi dan memperoleh
masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Dalam tahap
pembicaraan tingkat I, masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan
atau tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang juga diatur dalam
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Bagian Kedua
tentang partisipasi Masyarakat Pasal 243, Pasal 244 ayat (1) dan Pasal 246.

Prosedur yang keempat yaitu Pengesahan atau Penetapan yang telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 72 dan Pasal
73. Dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang yang dilakukan di rapat
paripurna Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya sudah Final, tetapi kita
mengetahui sendiri bahwa setelah pengetokan palu oleh pimpinan sidang rapat
paripurna masih belum ada wujud Undang-Undang yang final dan masih
berubah ubah halaman hingga saat di sampaikan ke presiden pun halaman dari
Undang-Undang Cipta Kerja ini berbeda. Lalu prosedur terakhir ialah
Pengundangan yang diatur di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 81.
Dalam tahapan ini Presiden telah menandatangani Undang-Undang Cipta
Kerja. Setelah pengundangan ini publik tidak dapat berpartisipasi lagi, Namun
publik berhak mengetahui Undang-Undang yang telah disahkan tersebut.

Dalam  Pembentukan  Peraturan = PerUndang-Undangan  harus

melaksanakan sesuai asas-asas yang sudah di atur didalam Undang-Undang

> Ibid.,
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Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 5 yang berbunyi:

“Dalam membentuk peraturan perUndang-Undangan harus dilakukan
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang
baik, yang meliputi: a. Kejelasan Tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan
rumusan; g, Keterbukaan.”¢

Beberapa problematika tersebut dari sisi penulis menjelaskan bahwa
Undang-Undag Nomor 12 tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dikaji ulang
oleh pemerintah meskipun Undang-Undang tersebut sudah disetujui.
Dikarenakan didalam prosesnya yang masih banyak melanggar ataupun tidak
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan PerUndang-Undangan dan juga Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

. Tinjauan Figh Siyasah Dusturivah Terhadap Prosedur Pembentukan Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Figh Siyasah Dusturivah dibidang Siyasah Tasri’iyyah ialah
pemerintahan islam yang mempunyai tugas untuk membuat suatu peraturan
atau hukum dan menetapkan suatu peraturan atau hukum yang berlandaskan
firman ALLAH SWT dalam syariat islam, yaitu:
1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan suatu
peraturan ataupun hukum yang akan dilaksanakan untuk masyarakat islam.

2. Umat islam yang nantinya akan melaksanakannya.

® Ibid.,
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3. Isi sebuah peraturan atau hukum itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai dasar
syariat islam.

Kepemerintahan yang memegang suatu kekuasaan bisa juga disebut
khalifah yang mempunyai gelar sebagai kepala negara. Dalam sistem sejarah
islam kepala negara mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk
mengeluarkan sebuah keputusan untuk membuat peraturan atau hukum yang
belum diatur dalam Al-Qur’an dan Hadith, namun hak untuk membuat suatu
peraturan perundangan hanyalah milik ALLAH SWT dan Rosulnya. Sehingga
para khalifah mengeluarkan suatu peraturan hukum atau Qanun yang belum
diatur dengan jelas dalam Al-Qur’an dan Hadith.

Tahapan-tahapan membuat Undang-Undang atau Qanun dipegang oleh
kekuasaan dan kewenangan tertinggi yaitu berada di tangan Kepala Negara,
Presiden atau dalam politik islan klasik Khalifah merupakan sistem kekuasaan
modern yang mana suatu kekuasaan dibangun secara konstitusional.” Khalifah
sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu negara berhak menetapkan suatu
peraturan hukum atau Qanun yang belum diatur dengan jelas dalam Al-Qur’an
dan Hadith. Selain kekuasan dalam menetapkan aturan hukum yaitu Khalifah,
peran A/-Sulthah al-Tashri’iyah juga berhak menetapkan aturan hukum atau
Qanun yang dilaksanakan oleh lembaga Ahlu al-halli wal Agdi. Nabi
Muhammad SAW bersada :

“Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum

yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, “Aku memutuskannya
dengan kitabuallah”. Rasulullah SAW bertanya, jika kamu tidak

7 Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitsi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Alvabet,
2010), 77.



72

menemukan didalam kitabuallah? Muadz r.a menjawab, ‘“aku akan
berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya”.
Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya
berkata, “segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasulnya
kepada apa yang diridhoi oleh allah dan rosulnya.”s

Berdasarkan hadith diatas telah dijelaskan bahwa kedaulatan yang
murni ialah hanya milik Allah SWT. Apabli akan terjadi sebuat tuntutan
perkembangan sosial yang mengharuskan menetapkan suatu aturan hukum
yang sebelumnya tidak terdaapat dalam nash, sehingga memperbolehkan
kepada seorang khalifah atau pemimpin untuk bermusyawarah bersama ahlul
al-halli wal aqdi. Menghasilkan suatu aturan hukum untuk memperjuangkan
kemaslahatan umum terkait dalam hal yang tidak terdapat dalam nash.

Didalam Al-Qur’an juga menjelaskan dasar hukum lembaga ahlu al-halli
wal aqdi dalam menetapkan hukum yang ada di surat an-Nisa’ ayat 58-59,

yang berbunyi:
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang
beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

i
&
Y

8 Wahbah al Zuhaili, al-Fighu al-Islami, Wa Adillatuhu, 275.
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Menurut rayid ridha ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat kaidah-
kaidah kepemerintahan islam, sementara menurut sayyid qurb ayat ini
menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi negara umat islam, kaidah
hukumnya dan juga dasar kekuasaan negara. Ada juga menurut maulana
Muhammad ali menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tiga aturan penting
tehadap hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umatnya dan yang
berkaitan dengan pemerintahan. Dari beberapa penafsiran melalui tokok-tokh
diatas disini penulis mengambil kesimpulan bahwa dasar kaidah kekuasaan dan
kepemerintahaan dalam islam yang berlandakan Al-Qur’an yang nantinya akan
di dilaksanaan melalui Uli/ Amri.

Ulil Amri yang dapat menjelaskan banyak makna, salah satunya ialah
Ahlu al-halli wal Aqdi yaitu kelompok yang paham terhadap pengambilan
keputusan dan memberikan sebuah pertimbanan yang baik demi kepentingan
seluruh umat. Ulil Amri juga dapat berarti sebagai pemerintah dengan khilatah
sebagai kepemimpinan. Adapun Uli/l Amriyang dapat berarti sebagai kelompok
orang yang bertugas menjalankan dan menjatuhkan hukum. Dari beberpa
penjelasn tersebut dapat diambil kesimpiulan bahwa Ulil Amri ini ialah
sekelompok yang menjalankan kepemrintahan dari segala aspek yaitu
Dusturiyah, Qadha’iyah, dan juga Tanfidziya. Lembaga Dusturiyah memuat
penjelasan Ulil Amri sebagai Ahlu al-halli wal Aqdi yang mana sekelompol
yang memiliki keahlian untuk mengambil sebuah keputusan dan juga

memberikan pertiimbangan yang sehat demi sebuah kepentingan untuk negara
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islam. jajaran yang menempati di lembaga Dusturiyah ini terdiri dari para
Mujtahid, Mufti dan juga para ahli dari berbagai bidang.
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.

Undang-Undang dan juga Qonun yang nantinya di cetuskan oleh AAlu
al-halli wal Aqdi harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari kedua sumber
syariat islam. lembaga Dusturiyah memiliki dua fungsi, pertama ialah dalam
segala hal yang ketentuannya telah teratur dalam Al-Qur’an dan Sunnah
Undang-Undang yang dicetuskan oleh ahl/u al-halli wal aqdi ialah undang
undang illahiyah yaitu yang disyariatkan di dalam kitab suci Al-Qur’an dan
juga telah dijelaskan dalam hadith nabi Muhammad SAW.

Semakin berkembangnya masyarakat yang dapat menimbulkan masalah-
masalah yang global dan terperinci yang harus dapat teratasi. Oleh itu
kekuasaan Dusturiyah dan Ahlu al-halli wal Aqdi memiliki fungsi keduanya
ialah melakukan 7jtihad terhadap masalah-masalah yang belum dengan jelas
dijelaskan di nash. Para mujtahid dan mufii akan melakukan sebuah ijtihad

yang bertujuan untuk menetapkan sebuah Qonum dengan jalan Qiyas.

Mujtahid dan juga mufti akan mencara ‘%//at yang terdapat dalam suatu
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permaslahan yang timbul dan pastinya disesuaikanlah dengan nash. /jtihad
dari anggota Dusturiyah ini haruslah sesuai dengan prinsip ja/ al-mashalih dan
daf al-mafasid, yaitu yang berarti mengambil maslahat dan menolak
kemudorotan. /jtihad juga harus melihat situasi yang ada di lingkungan
masyarakat dan juga harus memperhatikan kondisi dari masyaraktnya. Ini
nanti akan bertujuan untuk menjadikan sebuah gonun atau Undang-Undang
yang baik dan benar, dan pastinya dapat diterima dimasyarakat karena sesuai
dengan aspirasi masyarakatnya dan tidak berat sebelah. Di ijtihad inilah
dilakukan secara musyawarah yang mana telah diatur di ayat Al-Qur’an diatas
yaitu surat al-Imran ayat 159.

Pembentukan Undang-Undang atau Qonun didalam figh siyasah
dusturiyah yang memiliki kekuasaan adalah al-sulthah al-tashri’iyah
dijalankan oleh lembaha ahl/u ahalli wal agdi, dalam pengertiannya orang yang
memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menenukan sesuatu atas nama
umat atau lembaga perwakilan yang menamoung dan menyalurkan aspirasi
atau suara masyarkat yang di Negeri kita dinamakan DPR.?

Menurut al-Anshari AAlu al-halli wal Aqdi dapat diangkat dengan tiga
cara. Pertama, dengan cara pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.
Kedua, pemilihan melalui cara seleksi di dalam lingkup kemasyarakat. Ketiga,
anggota yang diangkat oleh kepala negara. Sebagai Ahlu al-halli wal Aqdi
menurut abu al-maududi memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukannya.

Diantaranya ialah:

® Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 138.
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1) Menegakkan sebuah aturan yang secara tegas ditentukan di syariat dan
merumuskan perundangan yang terikat dengan umat terhadap hal yang
belum ada di Al-Qur’an dan Sunnah.

2) Pedoman dalam Al-Qur’an dan sunnah yang terdapat interpretasi lebih
dari satu maka berhak memutuskan penafsiran yang mana harus
ditempatkan dalam Undang-Undang.

3) Jika tidak terdapat sebua isyarat dengan jelas di Al-Qur’an dan Sunnah
maka haruslah menegakkan sebuah hukum yang berhubungan denfan
suatu masalah yang sama. Lembaga ini dapat melakkakn rumus sebuah
hukum tanpa adanya batasan asalkan tidak bertolak belakang dengan
syari’ah.'?

Figh Siyasah Dusturiyah menjelaskan bahwa dalam segi pembentukan
Qonun itu dilakukan hanya dengan musyawarah lingkup anggota dari AAlu al-
halli wal Agdi, di musyawwarh ini masyarakat diliatkan untuk pendapatnya
dalam membentuk qonun dan sifatnya tidak mengikat, AAlu al-halli wal Aqdi
berhak membentuk sebuah Qonun yang mengikat kepada seluruh umat muslim
di negara yang bersangkutan tentang hal yang belum teratur dengan rinci di
Al-Qur’an dan hadith.

Disini penulis mengambil kesimpulan bahwa dari penjelasan Siyasah
Dusturiyah tentang pembuatan sebuah Qonun yang mana para Ahlu al-halli
wal Aqdi harus membuat Qonun secara terbuka yaitu dengan melibatkan

masyarakatnya. Cara tersebut dilakukan agar menghasilkan sebuah peraturan

10 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press,1990),
169.
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hukum yang adil dan juga baik yang pastinya dapat diterima oleh masyarakat
dengan baik. Sedangkan Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2020 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dapat kita ketahui bahwa masih
belum sesuai dengan ajaran Figh Siyasah Dusturiyah, dikarenakan dalam
prosesnya yang tertutup dan tidak melibatkan masyarakat yang hasilnya
berakibat besar bagi negara Indonesia yaitu adanya demo secara besar-besaran
dari seluruh elemen masyarakat Indonesia dikarenakan penolakannya terhadap

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di bab-

bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat
banyak kontroversi. Mulai dari sistem pembentukan peraturan perUndang-
Undangannya dan juga pasal pasal yang telah disahkan terdapat beberapa
yang rancu atau kurang jelas dalam penjelasannya. Dalam pembentukan
Undang-Undang Cipta Kerja ini haruslah sesuai dengan Undang-Undang
yang membahas prosedur pembentukan Undang-Undang yaitu nomor 12
tahun 2011 telah dijelaskan prosedur secara rinci, mulai dari pembentukan
hingga pengundangannya dan juga isi dari Undang-Undang tersebut
haruslah sesuai dan tidak ada kesalahan sedikitpun.

Dalam Figh Siyvasah ini masuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah
kekuasaan 7asri’iyah. Y ang mana dalam pembentukan sebuah Qonun atau
Hukum Undang-Undang harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan
elemen masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar sebuah Qonun tersebut
dihasilkan dengan baik dan juga sesuai dengan Al-Qur’an dan hadith.
Manfaat melibatkan elemen masyarakat tersebut ialah agar sebuah Qonun
dapat diterima oleh seluruh masyarakat dengan baik dan juga dapat

dilaksanakan di negara tersebut.
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B. Saran

1.

Terdapat penolakan oleh masyarakat yaitu terjadinya aksi secara besar-
besaran karena pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Disini penulis
memberi saran agar Undang-Undang Cipta Kerja ini harus diuji dulu
dimasyarakat, agar mendapatkan masukan yang nantinya dapat diuji di
Mahkamah Konstitusi, yaitu diuji secara formil maupun diuji secara
materiil.

Mahkamah Konstitusi harus membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja
secara utuh dikarenan prosedur pembentukannya yang bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019.
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